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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
dalam melindungi hak demonstran dari kekerasan polisi di Kota Surabaya. Metode 
yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang menganalisis regulasi yang 
mengatur kebebasan berekspresi dan perlindungan hak demonstran serta menilai 
efektivitas implementasinya. Fokus penelitian ini adalah peran LBH sebagai advokat 
hak asasi manusia, yang memberikan bantuan hukum, melakukan advokasi 
kebijakan, serta mendokumentasikan pelanggaran hak yang terjadi selama 
demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBH berperan penting dalam 
memastikan keadilan bagi korban kekerasan polisi, namun menghadapi berbagai 
tantangan seperti intimidasi terhadap aktivis, lemahnya penegakan hukum, dan 
keterbatasan sumber daya. Penelitian ini berlandaskan pada beberapa peraturan 
hukum yang relevan, seperti Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menjamin 
kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Selain itu, Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, serta Peraturan 
Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 menjadi dasar hukum yang mengatur kebebasan 
menyampaikan pendapat di muka umum. Penelitian ini juga merujuk pada Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang menegaskan hak masyarakat untuk 
mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, serta beberapa peraturan lainnya 
yang mendukung perlindungan hak asasi manusia.Selain itu, penelitian ini 
mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hukum terhadap 
demonstran, antara lain lemahnya regulasi yang ada, pengawasan yang tidak 
memadai terhadap aparat, serta rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan 
pelanggaran akibat intimidasi. Perlindungan hukum terhadap demonstran yang 
menjadi korban kekerasan polisi masih belum optimal, sehingga diperlukan 
penguatan regulasi yang menjamin kebebasan berekspresi, peningkatan dukungan 
bagi LBH, serta reformasi dalam institusi kepolisian untuk mengurangi kekerasan 
yang berlebihan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 
pengembangan kebijakan perlindungan hak demonstran serta memperkuat supremasi 
hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum, Demonstrasi, Kekerasan Polisi, Hak Asasi 
Manusia, Perlindungan Hukum
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ABSTRACT

This study aims to evaluate the role of the Legal Aid Institution (Lembaga Bantuan 
Hukum or LBH) in protecting the rights of demonstrators from police violence in 
Surabaya City. The method employed is an empirical juridical approach, analyzing 
regulations governing freedom of expression and the protection of demonstrators' 
rights, as well as assessing the effectiveness of their implementation. The focus of 
this research is the role of LBH as a human rights advocate, providing legal 
assistance, advocating for policy changes, and documenting human rights violations 
that occur during demonstrations. The findings indicate that LBH plays a crucial 
role in ensuring justice for victims of police violence. However, it also faces various 
challenges, such as intimidation against activists, weak law enforcement, and 
limited resources. This study is based on several relevant legal provisions, including 
Article 28E paragraph (3) of the 1945 Constitution, which guarantees the freedom 
of association, assembly, and expression. Additionally, Law Number 9 of 1998, Law 
Number 39 of 1999, and Police Regulation Number 7 of 2012 serve as the legal 
basis for regulating the freedom to express opinions in public. This study also refers 
to Law Number 16 of 2011, which guarantees the right of the public to obtain free 
legal aid, as well as several other regulations supporting the protection of human 
rights. Furthermore, this research identifies factors influencing the legal protection 
of demonstrators, such as weak existing regulations, inadequate oversight of law 
enforcement officers, and the public's low willingness to report violations due to 
intimidation. The legal protection for demonstrators who fall victim to police 
violence remains suboptimal. Therefore, it is necessary to strengthen regulations 
that ensure freedom of expression, enhance support for LBH, and reform police 
institutions to reduce excessive violence. This study is expected to contribute to the 
development of policies that protect demonstrators' rights and strengthen the rule of 
law in Indonesia.

Keywords: Legal Aid Institution, Demonstration, Police Violence, Human Rights, 
Legal Protection.
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LAMPIRAN

A. Panduan Pertanyaan Wawancara
➢ LBH Surabaya

1. Apakah LBH Surabaya menangani kasus kekerasan yang dialami 
demonstran?

2. Berapa banyak kasus yang dapat ditangani LBH Surabaya mengenai 
kekerasan yang dialami demonstran?

3. Bagaimana LBH Surabaya menangani kasus-kasus kekerasan yang 
dialami demonstran?

4. Apa dasar LBH Surabaya menangani kasus kekerasan yang dialami 
demonstran?

5. Apa saja hambatan yang dihadapi LBH Surabaya dalam memberikan 
perlindungan hukum kepada demonstran?

6. Hak-hak apa yang terlanggar dalam kasus kekerasan polisi yang dialami 
oleh demonstran?

7. Apa aturan yang selama ini dipakai dalam menangani kasus korban 
kekerasan polisi yang dialami oleh demonstran? penganiayaan/kode etik

8. Bagaimana koordinasi LBH Surabaya dengan aparat penegak hukum 
dalam kasus kekerasan terhadap demonstran?

9. Apa langkah yang dilakukan LBH Surabaya dalam memastikan para 
korban mendapatkan keadilan?

10. Apakah ada dukungan dari pemerintah untuk upaya advokasi yang 
dilakukan oleh LBH Surabaya terkait hak demonstrasi?

➢ KONTRAS Surabaya
1. Apakah KontraS Surabaya menangani kasus kekerasan yang dialami 

demonstran?
2. Berapa banyak kasus yang dapat ditangani KontraS Surabaya mengenai 

kekerasan yang dialami demonstran?
3. Bagaimana KontraS Surabaya menangani kasus-kasus kekerasan yang 

dialami demonstran?
4. Apa dasar KontraS Surabaya menangani kasus kekerasan yang dialami 

demonstran?
5. Apa saja hambatan yang dihadapi KontraS Surabaya dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada demonstran?
6. Hak-hak apa yang terlanggar dalam kasus kekerasan polisi yang dialami 

oleh demonstran?
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7. Apa aturan yang selama ini dipakai dalam menangani kasus korban 
kekerasan polisi yang dialami oleh demonstran? penganiayaan/kode etik

8. Bagaimana koordinasi KontraS Surabaya dengan aparat penegak hukum 
dalam kasus kekerasan terhadap demonstran?

9. Apa langkah yang dilakukan KontraS Surabaya dalam memastikan para 
korban mendapatkan keadilan?

10. Apakah ada dukungan dari pemerintah untuk upaya advokasi yang 
dilakukan oleh KontraS Surabaya terkait hak demonstrasi?

11. Sejauh mana KontraS Surabaya berperan dalam advokasi korban 
kekerasan saat demonstrasi di Surabaya?

➢ POLRESTABES Surabaya
1. Apa panduan yang diterapkan oleh POLRESTABES dalam menangani 

demonstrasi?
2. Apa dasar hukum polisi melakukan pemukulan terhadap demonstran?
3. Apa dasar hukum polisi melakukan tembakkan gas air mata terhadap 

demonstran?
4. Apa dasar hukum polisi melakukan tembakan di kaki terhadap 

demonstran?
5. Apa dasar hukum polisi melakukan tembakkan di udara pada saat 

demonstrasi?
6. Apa saja tantangan yang dihadapi POLRESTABES dalam menjaga 

keamanan selama demonstrasi berlangsung?
7. Bagaimana POLRESTABES menanggapi apabila ada tuduhan anggota 

polisi yang melanggar kode etik seperti melakukan kekerasan terhadap 
demonstran?

8. Apakah ada upaya reformasi di internal kepolisian terkait pendekatan 
non-represif dalam menangani demonstrasi?

9. Apakah ada langkah-langkah di kepolisian untuk menangani 
demonstrasi dengan cara yang lebih humanis dan tidak keras?

10. Bagaimana juklak penanganan demonstrasi yang baik?
11. Bagaimana cara kepolisian memastikan bahwa hak asasi manusia, 

khususnya hak untuk berpendapat yang aman, tetap terlindungi selama 
demonstrasi?
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➢ Korban Kekerasan
1. Apa yang anda alami selama demonstrasi?
2. Bagaimana respons polisi ketika demonstrasi berlangsung? Apakah 

terjadi kekerasan? Jika ya, bagaimana bentuk kekerasannya?
3. Kepada siapa anda meminta bantuan?
4. Hak apa saja yang terlanggar?
5. Apakah anda mendapatkan bantuan hukum?
6. Bantuan seperti apa yang anda dapatkan? Kemudian tidak berbayar atau 

berbayar?
7. Sampai mana proses bantuan hukum yang diberikan?
8. Apakah Anda merasa hak-hak Anda sebagai demonstran dihormati 

selama kejadian tersebut?
9. Apa harapan Anda terkait perlindungan hukum bagi demonstran di masa 

mendatang?

B. Dokumentasi 

 

(Wawancara dengan Bapak Habibus Shalihin, S.H., selaku Kepala Divisi 
Advokasi dan Jaringan, Pada 07 November 2024 di Lembaga Bantuan Hukum 

(LBH) Surabaya).
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(Wawancara dengan Bapak Fatkhul Khoir, S.H., selaku Koordinator Badan 
Pekerja dan Advokat di KontraS Surabaya, pada 05 November 2024 di KontraS 

Surabaya).

(Wawancara dengan Bapak IPTU Hari Pelita, SH, selaku Kasubsiluhkum Sikum 
Polrestabes Surabaya, pada 28 November 2024 di POLRESTABES Surabaya).
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(Wawancara dengan Bapak Sultoni, selaku Korban Kekerasan Polisi pada 
saat Demonstrasi Surabaya, pada 29 November 2024 di Kediaman Beliau).
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